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LAMPIRAN

Lampiran 1: Standar Prosedur Operasional Visum Klinis Rumah Sakit
Kanudjoso Djatiwibowo kota Balikpapan (Halaman 1)

PROSEDUR VISUM KLINIS DI RSUD KANUDJOSO

RSUD No. Dokumen No. Revisi Halaman
Dr.Kanujoso IKK/24/RSKD/23 - 12
Djatiwibowo
Bdikpapan

Ditetapkan Oleh Direktur
STANDAR Tanggal Terbit
PROSEDUR

n—ber 2
N | (e Dr_ Edy Iskandar Sp PD FINASIMMARS
Pembina Utama Muda

NIP. 18650528190707 1001

1. Visum Kklinis adalah keterangan tertulis dar dokter atas

PENGERTIAN permintaan penyidik terhadap sesecrang yang mengalami
cedera guna mendokumentasikan gambaran cedera yang
dialami akibat kekerasan yang menimpanya yang dilakukan
dengan pengetahuan dokter dengan sebaik-baiknya atas
sumpah jabatan demi kepentingan hukum

2. Pemeriksaan visum klinis dilakukan segera setelah penderita
datang, atau bila telah mendapat perawatan, maka sedapat
mungkin dican gambaran cedera yang sesuai aslinya

TUJUAN 1. Melakukan pemeriksaan atas cedera yang diderita sekaligus
memperkirakan jenis kekerasan penyebab cedera.

2. Menentukan derajat cedera (ringan, sedang atau berat).

3. Membuat alat bukti yaitu berupa surat hasil pemeriksaan sebagai
pengganti barang bukti di pengadilan

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Nomor

KEBIJAKAN [ 188 .4/35/SK-2018/RSKD, tentang Pemberlakukan Pedoman Standar

Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit Daerah Dr.Kanujoso

Djatiwibowo

Perawat IGD:

PROSEDUR 1. Menerima pasien di  Instalasi Rawat Darurat dan
mengantarkan menuju ruang perawatan sesual kegawatan.

2. Menghubungi dokter forensik yang bertugas jaga saat itu.

3. Kemudian menuliskan "V.E.R" pada halaman depan catatan
medis pasien yang bersangkutan.

4. Memberitahukan kepada pasien bahwa diperukan surat
permintaan visum dari pihak penyidik kepolisian yang harus

119



Lampiran 1: Standar Prosedur Operasional Visum Klinis Rumah Sakit
Kanudjoso Djatiwibowo kota Balikpapan (Halaman 2)

diminta oleh pasien yang bersangkutan & kantor polisi
sebaga dasar pembuatan Visum.

5. Setelah pemeriksaan selesai maka penderita dipersilakan ke
kantor polisi untuk meminta surat permintaan visum dan
kemudian diserahkan kepada pihak rumah sakit

1. Melakukan pemerksaan yang diperlukan yang meliput jumlah
luka. lokasi luka. bentuk, ukuran dan sifat luka (Pada jam kena
terkecuali pasien kejahatan seksual).

2. Menentukan jenis kekerasan dan luka yang dialami dan
menentukan kualifikasi derajat luka yang diderta.

3. Menyelesaikan dokumen visum dalam waktu 4 {empat) han
dan diserahkan ke Bagian Rekam Medk

4. Membayar biaya administrasi pelayanan medikolegal yaitu
visum et repertum pasien hidup sesuai tarf yang telah
dtetapkan.

Dokter Umum:

1. Melakukan pemenksaan yang diperlukan yang meliput jumlah
fuka, lokasi luka, bentuk, ukuran dan sifat luka ( Diluar jam
kerja terkecuali pasien kejahatan seksual ).

2. Menentukan jenis kekerasan dan luka yang dialami dan
menentukan kualifikasi derajat luka yang diderita (Konsul ke
spesialis forensik bila perlu).

3. Menyerahkan dokumen untuk dibuatkan oleh dokter forensik
dalam waktu 4 (empat) han dan diserahkan ke Bagian Rekam
Medik.

P Bagian Rekam Medik:
1. Memeriksa surat permintaan visum
2. Menyerahkan hasil visum et repertum kepada penyidik

Penvyidik mengsluarkan surat intaan visum:
1. Mengambil hasil visum et repertum dan menandatangani buku
ekspedisi penenmaan surat hasil visum et repertum
2. Membayar biaya administrasi penerbitan surat visum et
repertum sesual tar? yang telah dtentukan

UNIT TERKAIT

Instalasi Rawat Darurat
Instalasi Laboratorium Central
Instalasi Radiclogi

Bagian Rekam Medik

Rl S
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PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN DAN DUBUR PADA KASUS

KEJAHATAN SEKSUAL
RSUP No. Dokumen No. Revisi Halaman
dr.Kanujoso IKK/25/RSKD/23 : 12
Djatiwibowo
Balikpapan
Ditetapkan Oleh Direktur
STANDAR Tanggal Terbit
PROSEDUR
P ION 1 ;
| e dr. Edy Iskandar,Sp PD FINASIM.MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196505281897071001
Suatu pemeriksaan terhadap alat kelamin setelah mengalami dugaan kasus
PENGERTIAN | pidana baik di serai senggama maupun non-senggama, disertai dengan
pemeriksaan dubur
TUJUAN 1. Memerikss ada ddaknya tanda-tanda kekerasan bam maupun lama pada
alat kelamin dan dubur
2. Sebagal tindakan dan permintaan penyidik untuk membanm terangnya
suat perkara
Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
KEBIJAKAN | Balikpapan, Nomor 188.4/35/SK-2018/RSKD, tentang
Pemberiakukan Pedoman Standar Prosedur Operasional (SPO)
RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo
PROSEDUR | A. Perempuan

1. Pemenksaan alat kelamin :

a. Posisikan klien pada posisi Lithotomi {dewasa) atau posisi frog-
leg (anak-anak).

b. Lakukan pengamatan ada tidsknya tanda kekerasan (TEARS -
Tear, Ecclymosis, Abrasion, Redness, Swelling) pada bibir besar.

c. Membuka bibir besar untuk melihat ada tidsknya tanda
kekerasan (TEARS) pada bibir kecil dan kelentit.

d. Lakukan pengamatan umuh tidsknya selaput dara (TEARS).

e. Bila selaput darz tidak dapat dinilai dengan pengamatsn
langsung di lanjukan dengan teknik colok dubur atau dapat
menggunzkan teknik corron swab.
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-

3.

f. Teknik colok dubur : sam jari pemerksa di beri gel, kemudian
dimasukkan kedalam dubur dan di tekan kearah posterior /
kearah belakanz Amati ada tidaknya robekan selaput dara.

g Teknik cotton swab : cotton swab menelusun dibelakang selaput
dara. Amat ada tidaknya robekan selaput dara.

Pemenksaan dubur :

a. Posisikan klien pada posist knee-chest (posisi sujud).

b. Lakukan pengamatan ada tidaknya tanda kekerasan pada hngkar
dubur dan liang dubur.

Pada kasus curiga persembuban bila kejadian kurang dari 3 (aga)

hari lakukan pengambilan lendir dar liang senggama (vaginal swab)

mengzunakan kapas lidi (corron swab). Pada kasus curiga sodomi
bila kejadian kurang dan 3 (nga) hari lakukan pengzmbilan lendir
dari liang dubur (anal swab) menggunakan kapas lidi (cotton swab).

Oleskan pada odject glass, amati di bawah mikroskop, jika perlu

lakukan dengan pewamnaan sampel.

Bila curiga kasus persetububan terjadi kurang dari 3 (tiga) har dapat

diberikan pil kontrasepsi darurat dan profilaksis IMS (Infeksi

Menular Seksual).

B. Laki-laki

L

2

Minta klien melepas celana dibanm oleh perawat’ bidan

. a. Posisikan klien pada posisi bnee-chest (posisi sujud).

b. Lakukan pengamatan ada tdaknya tanda kekerasan pada lingkar
dubur dan liang dubur.

a. Posisikan klien pada posisi terlentang

b. Lakukan pengamartan ads tidaknys tanda kekerasan pada pelir
dan kantong pelir.

Pada kasus cuniga sodomi bila kejadian kurang dan 3 (tiga) han

lakukan pengambilan lendir dan liang dubur (amal swab)

menggunakan kapas lidi (corron swab). Oleskan pada odject giass,

amati di bawzh mikroskop, jika perlu lakukan dengan pewamaan

sampel.

UNIT TERKAIT

. Instalasi Gawat Darurat
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